WALIKOTA DEPOK
PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA DEPOK NOMOR 53
TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DEPOK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Romawi Il angka 1 huruf ¢ butir
4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun
2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dinyatakan Dalam hal
penetapan APBD penerima bantuan mendahului penetapan
APBD pemberi bantuan, maka penganggaran bantuan keuangan
pada APBD penerima bantuan dilakukan dengan cara melakukan
perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD
penerima bantuan dengan pemberitahuan kepada Pimpinan
DPRD untuk bantuan yang bersifat khusus, dan persetujuan
DPRD untuk bantuan keuangan yang bersifat umum,
selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang
Perubahan APBD penerima bantuan;




b. bahwa berdasarkan ketentuan Romawi V angka 8 Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dinyatakan Program
dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dan sudah jelas
peruntukannya seperti Dana Darurat, Dana Bencana Alam,
dan pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau
mendesak lainnya, yang belum cukup tersedia dan/atau
belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan
mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan
APBD dengan cara : (1) menetapkan peraturan kepala daerah
tentang perubahan penjabaran APBD dan memberitahukan
kepada Pimpinan DPRD, (2) menyusun RKA-SKPD dan
mengesahkan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan,
(3) ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan
APBD, atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran,
apabila daerah telah menetapkan perubahan APBD atau tidak
melakukan perubahan APBD;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (2}, (3) dan (4)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan
Pergeseran antar Rincian Obyek Belanja dalam Jenis Belanja
berkenaan dilakukan atas persetujuan PPKD, pergeseran
antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan
atas persetujuan sekretaris daerah dan pergeseran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan
dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang
penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk
selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah

tentang perubahan APBD;




Mengingat

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

1.

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan
Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Walikota Nomor 53 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran
2012;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah dirubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah
Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3858);




4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851); :

5. Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4150);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);




10.

11.

12.

13.

14,

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5189);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 504 3);




15.

16.

17.

18.

19.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ((Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 tentang
Perubahan Kedua Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7
Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 31);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang
Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3943);
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);




20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang

21.

22.

23.

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Negara Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun
2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4577);




24.

25.

26.

27.

28.

29.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4592);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4855);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);




30. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang

31.

32.

33.

34.

35.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
kepada Dewan Perwakikan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan  Penyelenggaraan Pemerintah  Daerah kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4972);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang
Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru
dan Dosen Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);




36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah tentang Tata
Tertib Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Negara Nomor 5104);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5116);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219);

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan
Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan;

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2011 tentang Dana Alokasi
Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun
Anggaran 2012;
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43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja
Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi
Intensif dan Dana Operasinal;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007
tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009
tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.07/2010
tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak
Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi
Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun
Anggaran 2011;
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50.

S1.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.07 /2011 tentang
Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran
2008 yang dialokasikan pada APBN Tahun Anggaran 2011;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06 /PMK.07/2011 tentang
Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2007, 2008 dan 2009
yang dialokasikan pada APBN Tahun Anggaran 2011;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.07/2011 tentang
Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2006, 2007 dan
2008 yang dialokasikan pada APBN Tahun Anggaran 2011;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.07/2011 tentang
Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Perikanan Tahun Anggaran 2009 yang dialokasikan pada APBN
Tahun Anggaran 2011;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.07/2011 tentang
Pedoman Umum dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun
Anggaran 2012

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.07/2012 tentang
Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai
Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan
Kota Tahun Anggaran 2012;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2012 tentang
Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan
Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah 2012 kepada Daerah Provinsi,
Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2012;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
46 /PMK.07/2012 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil
Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2012 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 330);
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58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1097 /Menkes/Per/VI/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan
Kesehatan Dasar Jamkesmas (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 394);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
2562 /Menkes/Per/XI1/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan
Persalinan,;

Keputusan Direktorat Jendral Upaya Kesehatan Kementrian
Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.03.05/1/431/2012
tentang PenerimaanDana Tahap Pertama Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan di
Pelayanan Dasar untuk tiap Kabupaten/Kota Tahun
Anggaran 2012;

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2012;

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1
Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2005 tentang
Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran
Daerah Kota Depok Tahun 2005 Nomor 57;

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2007 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota
Depok Tahun 2007 Nomor 02);

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2007 tentang
Pemekaran Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun
2007 Nomor 8);
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66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota
Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok
Tahun 2008 Nomor 01});

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi
Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota
Depok Tahun 2008 Nomor 07);

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008
Nomor 08) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 20 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Depok
Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 20);
Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota
Depok Tahun 2008 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Depok Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kota
Depok Tahun 2011 Nomor 13});

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun
Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 21);
Peraturan Walikota Depok Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

Depok Tahun Anggaran 2012};
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Menetapkan
p Y

74. Peraturan Walikota Depok Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Walikota Depok Nomor 53 Tahun
2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2012;

75. Peraturan Walikota Depok Nomor 10 Tahun 2012 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Depok Nomor 53
Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 53 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1
Perubahan kedua atas Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2011
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Depok Tahun Anggaran 2012, adalah sebagai berikut :
1. Pendapatan Daerah yang semula Rp. Rp.1.323.024.653.895,47
bertambah Rp. 128.827.827.420,00 schingga menjadi
Rp. 1.451.852.481.315,47 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah yang semula
Rp. Rp. 351.311.358.105,00 bertambah  sebesar
Rp.2.935.551.000,00 sehingga menjadi

Rp. 354.246.909.105,00;

b. Dana Perimbangan yang semula Rp. 802.146.243.330,00
bertambah sebesar Rp.2.280.966.920,00 sehingga menjadi
Rp.804.427.210.250,00;
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Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang semula

Rp.169.567.052.460,47 bertambah sebesar

Rp.123.611.309.500,00 menjadi sebesar

Rp.293.178.361.960,47;

Belanja Daerah dalam kelompok Belanja Tidak Langsung

yang semula Rp. 616.124.125.771,47 bertambah sebesar

Rp.115.129.910.000,00 sehingga menjadi

Rp.731.254.035.771,47, dengan rincian perubahan sebagai

berikut :

1) Belanja Pegawai yang semula sebesar
Rp. 537.318.308.631,00 bertambah sebesar
Rp.109.629.910.000,00 menjadi sebesar Rp.
646.948.218.631,00;

2) Belanja Bunga yang semula sebesar Rp.4.350.000.000
tidak mengalami perubahan;

3) Belanja Hibah yang semula sebesar
Rp.13.862.925.000,00 tidak mengalami perubahan;

4) Belanja Bantuan Sosial yang semula sebesar
Rp.29.976.650.000,00 bertambah sebesar
Rp.5.500.000.000,00 menjadi sebesar
Rp.35.476.650.000,00;

5) Belanja Bantuan Keuangan yang semula sebesar
Rp.870.816.804,00 tidak mengalami perubahan;

6) Belanja Tidak Terduga yang semula sebesar
Rp.29.745.425.336,47 tidak mengalami perubahan;

Belanja Daerah dalam kelompok Belanja Langsung yang
semula sebesar Rp.935.745.325.330,00 bertambah sebesar
Rp. 13.697.917.420,00 menjadi sebesar
Rp. 949.443.242.750,00 dengan rincian perubahan sebagai
berikut:
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1) Belanja Pegawai yang semula Rp. 103.491.588.100,00
bertambah sebesar Rp. 3.880.245.000,00 menjadi
Rp. 107.371.833.100,00

2) Belanja Barang dan Jasa yang semula
Rp. 283.926.697.329,00 bertambah sebesar
Rp. 2.099.012.100,00 menjadi Rp. 286.025.709.429,00.

3) Belanja Modal yang semula Rp.548.327.039.901,00
bertambah sebesar Rp.7.718.660.320,00 menjadi
Rp. 556.045.700.221,00;

Jumlah Belanja Daerah pada huruf a dan b semula

Rp. 1.551.869.451.101,47 bertambah sebesar

Rp.128.827.827.420,00 menjadi sebesar

Rp.1.680.697.278.521,47;

Surplus/(Defisit} dari Jumlah Pendapatan dikurangi

Jumlah Belanja Belanja Daerah semula sebesar

(Rp. 228.844.797.206,00) tidak mengalami perubahan;

Pembiayaan yang semula sebesar Rp. 228.844.797.206,00 tidak

mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut :

a.

Pembiayaan Penerimaan yang semula sebesar
Rp. 228.844.797.206,00 tidak mengalami perubahan;
Pembiayaan Pengeluaran yang semula sebesar Rp. 0,00

tidak mengalami perubahan.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)

yang semula sebesar Rp. 0,00 tidak mengalami perubahan.

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, 3, dan 4 di

rinci lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini
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Pasal 2
Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam
peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen
pelaksanaan anggaran pergeseran satuan kerja perangkat daerah

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 3
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam

Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 1 Juni 2012
WALIKOTA DEPOK,

[

7~/
—_/
—=n=/
H. NUR MAHMUDI ISMA’IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 1 Juni 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

v g -
Hj. ETY SURYAK‘IATI
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2012 NOMOR .18
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: | PEMERINTAH KOTA DEPOK '

SEKRETARIAT DAERAH 556

Jalan Margonda Raya Nomor 54 Depok 16431 Jawa Barat
Telp. (021) 7773610 - 7762960 Fax. (021) 77204217

NOTA DINAS
Kepada :  Yth. Bapak Walikota Depok
Melalui Sekretaris Daerah Kota Depok
Dari :  Kepala Bagian Hukum
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal :  Penyampaian Rancangan Peraturan Walikota
Depok

Bersama ini kami sampaikan rancangan Peraturan Walikota
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2011
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun
Anggaran 2012.untuk mendapat penetapan.

Sebagai bahan pertimbangan dalam pengajuan rancangan Peraturan
Walikota tersebut dengan ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Rancangan Peraturan Walikota ini diajukan berdasarkan usulan
dari Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota
Depok dengan surat Nomor: 910/755/Angg/V/2012.

2. bahwa berdasarkan Pasal 160 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah dinyatakan Pergeseran antar Rincian Obyek Belanja
dalam Jenis Belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan PPKD,
pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan
atas persetujuan sekretaris daerah dan pergeseran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan cara mengubah
peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar
pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan
daerah tentang perubahan APBD.

3. Materi pada rancangan Peraturan Walikota ini telah dikoordinasikan
dengan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kota Depok selaku unit pengusul.

Demikian disampaikan, apabila Bapak berkenan mohon penandatanganan
rancangan Peraturan Walikota dimaksud dan apabﬂa bapak tidak berkenan
mohon arahan lebih lanjut.

KEPALA BAGIAN HUKUM, —

YAFRIZAL, SH
NIP. 1967 0126 1994 03 1005




PEMERINTAH KOTA DEPOK 414,

SEKRETARIAT DAERAH

Ji. Margorida Raya No. 54 Telp. (021) 7773610, 7762360 Depok

MEM O, 349,

MUbag. Perundang - Undangan

D Kasubag. Advokasi Hukum

D Kasubag. Dokumentasi dan Informasi Hukum

Kepala Bagian Hukum




' PEMERINTAH KOTA DEPOK

. DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
Jalan Margonda Raya Nomor 54 Depok Telepon (021) 77217366 — 77217367
DEPOK - JAWA BARAT 16431

Depok, 3l Mei 2012

Kepada
Nomor : 910 /75; / &y /Viz01 P
Sifat :  Penting Yth. Sekretaris Daerah Kota Depok
Lamp : 1 (satu) berkas Melalui Kepala Bagian Hukum
Perihal : Permohonan Peraturan Walikota. Setda Kota Depok
di-
DEPOK

Menindaklanjuti :

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 46/PMK.07/2012 tentang Alokasi
Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2012 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 330);

2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1097/Menkes/Per/VI/2011 tentang Petunjuk Teknis
Pelayanan Kesehatan Dasar Jamkesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
394);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/Menkes/Per/X11/2011 tentang Petunjuk Teknis
Jaminan Persalinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor );

4. Keputusan Direktorat Jenderal Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Nomor HK.03.05/1/431/2012 tentang Penerima Dana Tahap Pertama Penyelenggaraan Jaminan
Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan di Pelayanan Dasar untuk tiap Kabupaten/Kota
Tahun Anggaran 2012;

5. Usulan pergeseran anggaran didalam DPA TA. 2012 pada beberapa OPD.

Maka kami merencanakan adanya perubahan terhadap penjabaran APBD TA. 2012, hal

tersebut didasarkan pada :

1. Romawi Il angka 1 huruf ¢ butir 4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22
Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2012 dinyatakan “Dalam hal penetapan APBD penerima bantuan mendahului
penetapan APBD pemberi bantuan, maka penganggaran bantuan keuangan pada APBD
penerima bantuan dilakukan dengan cara melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang
penjabaran APBD penerima bantuan dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD untuk
bantuan yang bersifat khusus, dan persetujuan DPRD untuk bantuan keuangan yang bersifat
umum, selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD penerima

bantuan.”



2. Romawi V angka 8 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012
dinyatakan “Program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dan sudah jelas
peruntukannya seperti Dana Darurat, Dana Bencana Alam, dan pelaksanaan kegiatan dalam
keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya, yang belum cukup tersedia dan/atau belum
dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului penetapan peraturan daerah tentang

Perubahan APBD dengan cara :

a. menetapkan peraturan kepala daerah tentang perubahan penjabaran APBD dan
memberitahukan kepada Pimpinan DPRD,;

b. menyusun RKA-SKPD dan mengesahkan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;

c. ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD, atau disampaikan dalam
Laporan Realisasi Anggaran, apabila daerah telah menetapkan perubahan APBD atau tidak
melakukan perubahan APBD.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah Pasal 160 ayat (2) Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek
belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD, ayat (3) Pergeseran antar obyek
belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah, dan ayat (4)
Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan cara
mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk

selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mengajukan Permohonan penerbitan Peraturan
Walikota Depok tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Depok Nomor 53 Tahun 2011
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

o KEPALAaDINAS PENDAPATAN,
ENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

——,

DY Naxd MM, CPA
- NP7 196210021983021001
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Mengingat

1.

10.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor
49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) '
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4999);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah
dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya
Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4150)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);



11.

12.

13.

14,

15,

16.

17.

18.

19.

20.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5043);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji
Pegawai Negeri Sipil ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977
Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Belas Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 31);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3943);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);



21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Negara Nomor 5155)

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun
2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4588);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Negara Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4592);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakikan Rakyat
Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 19, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4693);



31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara
Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
83, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 18, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4972);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi
Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen Serta Tunjangan
Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 85, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5016);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah tentang Tata Tertib
Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor
5104);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian
dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
123, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5219);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2011 tentang
Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran
2012;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
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45.

46.
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48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran
dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian
Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2007
tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009
tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD,
Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan
Bantuan Keuangan Partai Politik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2012;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 229/PMK.07/2010
tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan
Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan
Pasal 21 Tahun Anggaran 2011;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 05/PMK.07/2011
tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008 yang
dialokasikan pada APBN Tahun Anggaran 2011;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 06/PMK.07/2011
tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2007, 2008 dan 2009 yang
dialokasikan pada APBN Tahun Anggaran 2011;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 08/PMK.07/2011
tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2006, 2007 dan 2008 yang
dialokasikan pada APBN Tahun Anggaran 2011;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 09/PMK.07/2011
tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Perikanan Tahun Anggaran 2009 yang dialokasikan pada APBN Tahun
Anggaran 2011,

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 209/PMK.07/2011
tentang Pedoman Umum dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran
2012;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.07/2012
tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai
Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun
Anggaran 2012;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2012
tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru
Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota
Tahun Anggaran 2012;
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71.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 46/PMK.07/2012
tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun
Anggaran 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
330); '

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1097/Menkes/Per/VI/2011 tentang
Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jamkesmas (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 394);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/Menkes/Per/XI1/2011 tentang
Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor  );

Keputusan Direktorat Jenderal Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan
Republik Indonesia Nomor HK.03.05/1/431/2012 tentang Penerima Dana
Tahap Pertama Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan
Jaminan Persalinan di Pelayanan Dasar untuk tiap Kabupaten/Kota Tahun
Anggaran 2012;

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2012;

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan
Keuangan Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Daerah Kota Depok
Tahun 2005 Nomor 57);

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2007 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2007 Nomor 02);

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemekaran
Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2007 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-
2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 01);

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah
Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok
Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 20);

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun
2008 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor
12);

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun
2011-2016 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 13);



~

Menetapkan

72. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2011 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2012
(Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 21);

73. Peraturan Walikota Depok Nomor 53 Tahun 2011 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun Anggaran
2012;

74. Peraturan Walikota Depok Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Walikota Depok Nomor 53 Tahun 2011 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun Anggaran
2012;

75. Peraturan Walikota Depok Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Walikota Depok Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun
Anggaran 2012,

MEMUTUSKAN

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA DEPOK NOMOR 53
TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

1. Pendapatan Daerah yang semula Rp.1.323.024.653.895,47 bertambah
sebesar Rp.128.827.827.420,00 sehingga menjadi
Rp.1.451.852.481.315,47 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah yang semula Rp. 351.311.358.105,00
bertambah sebesar Rp.2.935.551.000,00 sehingga menjadi
Rp.354.246.909.105,00;

b. Dana Perimbangan vyang semula Rp.802.146.243.330,00
bertambah sebesar Rp.2.280.966.920,00 sehingga menjadi
Rp.804.427.210.250,00;

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah vyang semula
Rp.169.567.052.460,47 bertambah sebesar
Rp.123.611.309.500,00 menjadi sebesar Rp.293.178.361.960,47.

2. a. Belanja Daerah dalam kelompok Belanja Tidak Langsung yang
semula = Rp. 616.124.125.771,47 bertambah sebesar
Rp.115.129.910.000,00 sehingga menjadi Rp.731.254.035.771,47,
dengan rincian perubahan sebagai berikut :

1) Belanja Pegawai yang semula sebesar Rp. 537.318.308.631,00
bertambah sebesar Rp.109.629.910.000,00 menjadi sebesar
Rp.646.948.218.631,00;

2) Belanja Bunga yang semula sebesar Rp.4.350.000.000 tidak
mengalami perubahan;

3) Belanja Hibah yang semula sebesar Rp.13.862.925.000,00 tidak
mengalami perubahan;



4) Belanja Bantuan Sosial yang semula sebesar
Rp.29.976.650.000,00 bertambah sebesar Rp.5.500.000.000,00
menjadi sebesar Rp.35.476.650.000,00

5) Belanja  Bantuan  Keuangan yang semula  sebesar
Rp.870.816.804,00 tidak mengalami perubahan;

6) Belanja Tidak Terduga yang semula sebesar
Rp.29.745.425.336,47 tidak mengalami perubahan.

b. Belanja Daerah dalam kelompok Belanja Langsung yang semula
sebesar  Rp.935.745.325.330,00 bertambah  sebesar  Rp.
13.697.917.420,00 menjadi sebesar Rp,949.443.242.750,00 dengan
rincian perubahan sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai yang semula Rp.103.491.588.100,00 bertambah
sebesar Rp.3.880.245.000,00 menjadi Rp.107.371.833.100,00

2) Belanja Barang dan Jasa yang semula Rp.283.926.697.329,00
bertambah sebesar Rp.2.099.012.100,00 menjadi
Rp.286.025.709.429,00

3) Belanja Modal yang semula Rp.548.327.039.901,00 bertambah
sebesar Rp.7.718.660.320,00 menjadi Rp.556.045.700.221,00

C. Jumlah Belanja Daerah pada huruf a dan b semula Rp.
1.551.869.451.101,47 bertambah sebesar Rp.128.827.827.420,00
menjadi sebesar Rp.1.680.697.278.521,47.

d. Surplus/(Defisit) dari Jumiah Pendapatan dikurangi Jumlah Belanja
Belanja Daerah semula sebesar (Rp.228.844.797.206,00) tidak
mengalami perubahan;

3. Pembiayaan yang semula sebesar Rp.228.844.797.206,00 tidak
mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut :

a. Pembiayaan Penerimaan yang semula sebesar
Rp.228.844.797.206,00 tidak mengalami perubahan;

b. Pembiayaan Pengeluaran yang semula sebesar Rp.0,00 tidak
mengalami perubahan.

4, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) yang
semula sebesar Rp. 0,00 tidak mengalami perubahan.

5. Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, 3, dan 4 di rinci lebih lanjut
dalam Lampiran Peraturan Walikota ini

Pasal 2

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan
ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Pergeseran
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.



Pasal 3

Peraturan Walikota Depok ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di : Depok
pada tanggal : Juni 2012

WALIKOTA DEPOK,

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal  Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK

ETY SURYAHATI, SE, M.SI
NIP. 196312171989032006

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2012 NOMOR ....




PEMERINTAH KOTA DEPOK
RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2012
Jumlah Bertambah /
Nomor Urut Uraian {Rp) (Berkurang)
o
1 2 3 4 5 6
4, PENDAPATAN DAERAH 1.323.024.653.895,47 1.451.852.481.315,47 128.827.827.420,00 9,74
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 351.311.358.105,00 354.246.909.105,00 2.935.551.000,00 0,84
411, Pajak Daerah1) 273.661.551.200,00 273.661.551.200,00
4.1.2, Retribusi Daerah 1) 31.758.890.250,00 31.758.890.250,00
4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00
414, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 40.890.916.655,00 43.826.467.655,00 2.935.551.000,00 7,18
4.2, DANA PERIMBANGAN 802.146.243.330,00 -804.427.210.250,00 2.280.966.920,00 0,28
4.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 76.032.014.330,00 78.312.981.250,00 2.280.966.920,00 3,00
4.2.2, Dana Alokasi Umum 674.052.719.000,00 674.052.718.000,00
423, Dana Alokasi Khusus 52.061.510.000,00 52.061.510.000,00
43. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 169.567.052.460,47 293.178.361.960,47 123.611.309.500,00 72,90
4.3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 169.567.052.460,47 169.567.052.460,47
4.3.4, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 109.629.910.000,00 109.629.910.000,00
4.3.5. Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya 13.981.399.500,00 13.981.399.500,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.323.024.653.895,47 1.451.852.481.315,47 128,827.827.420,00 9,74
5. BELANJA DAERAH 1.551.869.451.101,47 1.680.697.278.521,47 128.827.827.420,00 8,30
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 616.124.125.771,47 731.254.035.771,47 115.129.910.000,00 18,69




Jumlah

Bertambah /
Nomor Urut Uraian v e} — (Berkurang)
Pergeseran Pergeseran e} *
1 2 3 4 § 6
5.1.1. Belanja Pegawal 537.318.308.631,00 646.948.218.631,00 109.629.910.000,00 20,40
5.4.2. BELANJA BUNGA 4.350.000.000,00 4,350.000.000,00
5.1.4, Belanja Hibah 13.862.925.000,00 13.862.925.000,00
5.1.5. Belanja Bantuan Sosial 29.976.650.000,00 35.476.650.000,00 5.500.000.000,00 18,35
5.1.7. BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA 870.816.804,00 870.816.804,00
DAN PEMERINTAHAN DESA DAN PARTA! POLITIK
5.1.8. Belanja Tidak Terduga 29.745.425.336,47 29.745.425.336,47
5.2, BELANJA LANGSUNG 935.746.325.330,00 949.443.242.750,00 13.697.917.420,00 1,46
5.2.1. Belanja Pegawai 103.491.588.100,00 107.372.233.100,00 3.880.645.000,00 375
5.2.2, Belanja Barang dan Jasa 283.926.697.329,00 286.025.309.429,00 2.098.612.100,00 0,74
5.2.3. Belanja Modal 548.327.039.901,00 556.045.700.221,00 7.718.660.320,00 1,41
JUMLAH BELANJA 1.551.869.451.101,47 1.680.697.278.521,47 128.827.827.420,00 8,30
SURPLUS/(DEFISIT) {228.844.797.206,00) (228.844.797.206,00)
6. PEMBIAYAAN DAERAH 228.844.797.206,00 228.844.757.206,00
228.844.797.206,00 228.844.797.206,00
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 228.844.797.206,00 228.844.797.206,00
6.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA) 180.611.504.906,00 180.611.504.906,00
6.1.4. Penerimaan Pinjaman Daerah 48.233.292.300,00 48,233.292.300,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 228.844.797.206,00 228.844,797.206,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN
PEMBIAYAAN NETO 228.844,797.206,00 228.844,797.206,00
6.3 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN {SILPA)




